PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jend. A.Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos No. 56216
Telepone (0293) 492422 , faximilie (0293) 491040
Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com Laman: www.inspektorattemanggungkab.go,id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 068.2/077 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan
kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat
terlaksana dengan baik dan jelas, maka diperlukan
Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung telah
menyusun  Standar  Operasional Prosedur yang
selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;



mailto:temanqaunqinspektorat@amail.com

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Kabupaten
Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum
KESATU Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten
Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi,
serta  sebagai pedoman dalam pelayanan kepada
masyarakat.

KETIGA :  Tuyjuan ditetapkannya keputusan ini adalah agar peran dan
tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat
maupun pegawai di Inspektorat kabupaten Temanggung
menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan
dan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 September 2018

Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Temanggung sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kab. Temanggung;

3. Arsip.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR :068.2/077 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 September 2018

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

NO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTRASI DAN UMUM

SOP Legalisasi Surat Kepegawaian

SOP Menerima Tamu dan Telepon

SOP Pelaksanaan Rapat Pegawai

SOP Pengelolaan ATK/ Arsip

SOP Pengelolaan Surat Keluar

SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP Pengiriman Surat / Dokumen

SOP Penomoran Surat

'SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang

SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat |
. SOP Pengusulan Taspen i

|

SRR BRSO 20 TP

SOP Pengusulan Penilaian Masa Kerja (PMK)

SOP Pengusulan Pensiun

SOP Pengusulan Mutasi Pegawai

SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP)

SOP Pengusulan Kebutuhan Pegawai

SOP Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG)

SOP Pengusulan KARIS/ KARSU

SOP Pengusulan Diklat

SOP Pengusulan CPNS menjadi PNS

SOP Pengusulan Cerai

SOP Pengajuan ljin Tugas Belajar _ |

SOP Pengangkatan Pegawai ke dalam JFA melalui

Penyesuaian/Inpassing |

aa. SOP Penyusunan Peta Kompetensi ‘
|
|

X $ 2 g 30T OB Y

N <

bb. SOP Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
cc. SOP Pengadaan Barang Kebutuhan
dd. SOP Pengadaan Cetak

ee. SOP Pengusulan Penghapusan Barang
ff. SOP Pembuatan SPJ Barang

gg. SOP Laporan Aset Barang

hh. SOP Pelaporan Barang

ii. SOP Pembuatan SPP - SPM GU

Jj- SOP Pembuatan SPP - SPM UP

kk. SOP Pembuatan SPP — SPM TU

1l. SOP Pembuatan SPJ kas




EVALUASI DAN PELAPORAN

a. SOP Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Irjen dan
Inspektorat Provinsi

PERENCANAAN

SOP Evaluasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Renja
SOP Penyusunan bahan LKPJ dan LPPD

SOP Penyusunan DPA

SOP Penyusunan LAKIP

SOP Penyusunan Laporan Kegiatan (RFK)

SOP Penyusunan Penetapan kinerja

SOP Penyusunan Renja

SOP Penyusunan Renstra

SOP Penyusunan RKA

SOP Penyusunan Standar Biaya

SOP Penyusunan PKPT

SOP Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan (Rasinkgram
Prov)

=Rt R e A TP

AUDITOR

SOP Pemeriksaan Reguler

SOP Revisi LHP

SOP Penyelesaian Hambatan dalam Pemeriksaan

SOP Pemberian Informasi Pengawasan

SOP Pemberian Konsultasi

SOP Pelatihan Di Kantor Sendiri

SOP Penyimpanan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

SOP Telaah sejawat Intern

SOP Pemeriksaan Kasus, Khusus dan Tujuan Tertentu

S rER o0 A0 o

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

?,g

embina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002



pc
New Stamp


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/067 /067 /1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2018

a.n, BUPATI TEMANGGUNG

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

10

11

12

13

14

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No 15
Keuangan.

tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Ikhtisar Laporan  Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendas:
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Perbub Temanggung No 24 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2011
tentang Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.

1. Memahami tugas pokok dan fungs: obyvek yang
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang terkait dengan obyek pemeriksaan.

3. Memaham standar audit pengawasan dan Kode etik
pengawasarl.

'

Akuf, komunikatif, obyektf, cermat, teliti dan
berintegritas.

5. Memiliki kompetens: pemeriksaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

il ol

SOP Penyusunan PKPT

SOP Penerbitan Surat Perintah
SOP Penyusunan LHP

SOP Penerbitan LHP

Komputer

Printer

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Alat dokumentasi

Alat Ujn Teknis

G o N~

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1

Tidak kooperatifnya obyek pemeriksaan dalam proses
pemeriksaan.

Keterlambatan pelaksanaan pemeriksaan reguler akan
mengakibatkan PKPT tidak tercapai tepat waktu.

Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian LHP
akan mengakibatkan proses tindak lanjut hasil
pemeriksaan tidak efektif.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi




PROSEDUR PEMERIKSAAN REGULER

INSPEKTORAT

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Irban

Tim

Obyek

P

iksa| p

Ketua Tim

Pengendali

Teknis

Sekretaris

Inspektur

Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

OBRIK SKPD/BUMD

Menerima Surat Tugas Pemeriksaan
Pendahuluan dan Surat Tugas Pemeriksaan

Rinci

Surat Tugas

30 menit

Disposisi

o

Melakukan koordmast dengan tim pemeriksa
untuk mempersiapkan pemeriksaan meliput
pembahasan Anggaran Waktu, Kartu
Penugasan dan Program Kerja Pemeriksaan.

Dispostisi

1 jam

Draf Anggaran
Waktu, Kartu
Penugasan, PKP

Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke
obyek pemeriksann sesuai dengan surat
tugas uniuk mendapatkan dokumen-
dokumen yang dibutuhkan.

Sural Tugas.
SPPD

! han

5 han

NN
Pendahuluan

KK (Rertas

Melakukan Pemeriksaan Rinc ke obyek
pemeriksaan sesua dongan Surat Tugas dan
Program herpa Pengawasan untuk mengujt
kebenaran dokumen dan memastikan bahwa
proses kegwtan telah dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Surat Tugss,
SPED

NP

2 hari

Kerga
Pemeriksaan)

Draf NHP

w

Menvusun temuaen vang dituangkan dalam
Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

NHP

Apabila dilium pemenksaan tim

Melakukan pemichasan hasil temuan vang
ada di NHP dengan obvek Pemeriksaan, dan
selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh
Pimpinan ohyek pemeriksaan dan Ketua Tim
i‘emeriksa

NHP

LIP

| hari

4 han

Drafl LHP

memekan adanyi indikasi kerugian
negara/daerah dan pelanggaran
disiplin PNS ketua tim melaporkan
secara wertubis kepada Inspektur
untuk diiskukan pemeriksaan
khusus dengan Nota Dinas ke
Inspekiur

~

Menyusun gonsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) vang direviu Kemudian
menyerahkannyi

'ﬁ
AF_'

LHP

Dral LHP

jika setuju diserahkan kepada inspektur
Pembantu dan jika tidak setuju dikembalikan
ke Ketua Tim

tidak setuju

Mengoreks) konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) kemudian dikembalikan
untuk direvisy

4 jam

setujy

LHP

3 jam

Draf LHP




LHP

Merevisi konsep Laporan Hasil Pemernksaan
(LHP) setelah dikoreksi dan dimintakan tanda
tangan Tim Pemeriksa

LHP

5 jam

LHP

Menerima Laporan Hasil Pemenksaan
(LHP).dan membubuhkan paral, kemudian
disediakan ke Inspektur,

LHP

3 jam

12

Menandatangani LHP

LHP

3 jam

LHP

Menerima dan menggandakan Laporan Hasil
Pemenksaan (LHP)

LHP

3 jam

LHP

SOP Penyusunan LHP
SOP Penerhitab LHP

OBRIK KANTOR/KEC/BAGIAN/SEKOLAH

Menerima Surat Tugas Pemeriksaan
Pendahuluan dan Surat Tugas Pemenksaan
Rinct

Surat Tugas

15 menit

Disposisi

Melakukan koordinasi dengan tim pemeriksa
untuk mempersinpkan pemeriksaan meliputi
pembahasan Anggaran Waktu, Kartu
Penugasan dan Program Kerja Pemeriksaan.

Disposisi

15 menit

Dral Anggaran
Waktu, Kartu
Penugasan, PKP

Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke
obvek pemceiiksaan sesual dengan surit
tugas untuk mendapatkan dokumen
dokumen vang dibutuhkan:

Surat Tugas,
SPPD

5 jam

KKP
Pendahuluan

Melakukan Pemeriksaan Rincr ke obyek
pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas dan
Program Kerjja Pengawasan untuk mengujs
kebenaian dokumen dan memastikan bahwa
proses kegiatan telah dilakukan sesu

Surat Tugas,
SPPD

2 han

KKP

dengan peraturan perundang-undangan vang

Avnyusun temuan yang dituangkan dalam
Naskan Hasil Pemertksaan (NHP)

NHP

I han

Draf NHP

Melakukan pembahasan hasil temunn viang
add di N dengan obvek Pemes tksaani, Gan
selanjutnya dilakukan penandaanganan oleh
Pimpinan obvek pemeriksaan dan Ketua Tim
Pemcriksa

NHP

5 jam

NHP

Apibila dalam pemeriksaan tim
memukan adanya indikast kerugiag
negara/dacrah dan pelanggaran
disiplin PNS ketua tin: melaporkan
secara tertulis kepada Inspekiur
untuk dilakukan pemeriksaan
khusus dengan Nota Dinas ke
Inspekiur

Menvusun konsep Laporan Hasil
Permenksaan (LHP] yang direviu Kemudian
menyerahkannya

Mereviu konsep Laporan Hasil Pemenicsann
(LHP)

tidak sy

LHP

2 hari

Dral LHP

LHP

2 jam

Dral LHP

Menporeksi konsep Laporan Hasil
Pemenksaan (LHP) kemudian dikembalikan
untuk direvisi

setup

LHP

Lam

Draf LHP




10 |Merevisi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 2 jam LHP
{LHP) setelah dikorcksi dan dimintakan tanda I |
tangan

11 |Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan , LHP 1 jam LHP
(LHP).dan membubuhkan paraf, kemudian L—}_
disediakan I

12 [Menandatangani LHP :_ LHP 3 jam LHP

13 |Menerima dan menggandakan Laporan Hasil LEP 2 jam LHP SOP Penyusunan LHP
Pemeriksaan (L.HP) SOP Penerbitab LHP

OBRIK DESA

1 |Menerima Surat Tugas Pemeriksaan
Pendahuluan dan Surat Tugas Pemeriksaan Surat Tugas | 15 menit Nisposisi
Rinci ' ¢ A

2. [Melakukan koordinasi dengan tim pemeriksa | —
untuk mempersiapkan pemeriksaan meliputi Draf Anggaran
pembahasan Anggaran Wakiu, Kartu [Sisposisi ismenit'| ‘Weakra Karltcx
Penugasan dan Program Kerja Pemeriksian i Pent “fun PRP

3. [Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke
obyek pemeriksaun sesuai dengan surat v Surat Tugas, WED
tugas uniuk mendapatkan dokumen- l SPPD. 4 jam O R TIO
dokumen yang dibutuhkan

4 [Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek Surat Tugas, | 7.5 jam AR
pemeriksaan sesual dengan Surat Tugas dan SPPD
Program Kerjja Pengawasan untuk menguji o
kebenaran dokumen dan memastikan hishwa ]_j
proses kegiatan telah dilakukan sesusa
dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku

S [Menvusun temuan yang dituangkan dalam NHP 4 am Dirafl NHP
Naskah Hasil Pemertksaan (NHP)

6 [Melakukan pembahasan hasil temuan yang NHP 2 jam NHP Apabila dalam pemeriksaan tim
ada di NP dengan obyek Pemertksaan, dan ,J'—l memukan adanya indikas: kerugian
selanjutnya dilzakukan penandatanganan oieh negara/dacrah dan pelanggaran
Pimpinan obyeck pemeriksaan dan Ketua Tim disiplin PNS ketua um melaporkan
Pemeriksa secara tertulis kepada Inspekiur

untuk ditakukan perveriksaan

7 |Menvusun konsep Laporan Hasil — LHP 5 jam Draf LHP
Pemeriksaan (LHP) vang direviu Kemudsin
menverahkannya 1

8 [Merevia konsep Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 1 jam Dial LHP
(LHP)

tickak
9 |Mengorekst konsep Laporan Hasil e -.mur; L1 I paun Drrad LHP

Pemenksaan (LHP) kemudian dikembiltkan
untuk direvisi




10 [Merevisi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 1 jam LHP
(LHP) setelah dikoreksi dan dimintakan tanda
tangan
11 |Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 1 jam LHP
(LHP) dan membububkan paraf, kemudian
disediakan
12 [Menandatangani LHP y LHP 2 jam LHP
1
13 [Menerima dan menggandakan Laporan Hasil é LHP | jam LHP SOP Penyusunan LHP
SOF Penerbitab LHP

Pemeriksaan {(LHP)




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP

P/068/0067/1X /2018

Tanggal Pembuatan

03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggel Efektif

01 Oktober 2018

Disahkan oleh

Nama SOP

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

—CUR SUGIY ARG

R_1¢ : @f 1002

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan

B W

berintegritas.

Mampu mengoperasikan komputer
Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
Memahami temuan dan rekomendasi

Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan

5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. LHP dan NHP

2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomencdasi Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan

12 Peraturan Bupati temanggung Nomor 24 Tahun 2017
tentang tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Temanggung

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan PKPT

2. SOP Agenda surat masuk

3. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus

4, SOP Penyusunan Anggaran

5 SOP Penyusunan LHP

6 SOP Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.

Apabila SOP revisi LHP tidak dilaksanakan maka revisi tidak
diterima oleh pihak vang berkepentingan




PROSEDUR REVISI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Tim : Subag Evaluasi ; Persyaratan Waktu Ket
§ . Sekretaris Inspektur ags - Bupati Jogh ey / - Output
Pemeriksa dan Pelaporan Kelengkapan (hari)
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
Tim Pemeriksa berdasarkan pertimbangan LHP 1 hari revisi LHP, nota
melakukan revisi atas LHP yang telah dinas
dikirim, mengajukan nota dinas kepada 7
Inspektur dengan dilampiri LHP yang sudah
liadi dan revisi yang dimaksud
mempelajari nota dinas dan meneruskan revisi LHP, nota dinas 15 menit |revisi LHP, nota
dinas
mempelajari nota dinas dan diskusi dengan l revisi LHP, nota dinas 1 jam revisi LHP, nota
Tim Pemeriksa perihal revisi yang dinas, disposisi
dimaksud,jika tidak menyetujui maka /\
kcmball. k‘v tim pcmcnksn jika menyetuju Tidak Ya
maka didisposisi ke kasubbag evalap
menerima disposisi inspektur, - revisi LHP, notu dinas, 1 hari Revisi LHP?
mengarsipkan, mengagenda, dan disposisi
mengirimkan revisi LHP
Revisi LHP 1 hari expedisi srat keluar

selesal




Nomor SOP

P/069/067/1X/2018

T

anggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

anggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

1

Kualifikas: pelaksana

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungun Provinsi DJawa Tengah
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Negara yang Bers:h dan Bebas dan Korupsi, Kolusi 3
dan Nepotisme

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03 /2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2011
tentang Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupat! Temanggung Nomor 24 Tahun 2017

tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Temanggung

“u

Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang diperiksa

Memahami peraturan perundang-undangan vang berlaku vang

terkait dengan obvek pemeriksaan.

Memahami standar audit pengawasan dan Kode etik
pengawasan.

Aktif, kKomunmkanf, obyekuf. cermat, teliti dan berintegntas
Mempunyai Kompetens, sebagai pemeriksa

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.
2.

SOP Penerbitan Surat Perintan 1
SOP Pemeriksaan Kasus,Khusus dan Tujuan 2

Tertentu. 3

Komputer
Printer
Disposisi atasan/Bupati.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

| R

2

Tidak kooperatifnya pihak yang diperiksa dalam 1
memberikan keterangan 2
Keterbatasan waktu dalam Pemeriksaan

Buku Agenda Surat Keluar/Masuk

Nota Dinas




PROSEDUR HAMBATAN DALAM PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan ; Objek Persyaratan/ Waktu Ket
Tim P ik . < i 2
im Pemeriksa IO - Irban Inspektur Bupati KalRhgkapan (Hari) Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek Surat Tugas, SPPD 5 han KKP (Kertas
Kenja

pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas dan

Program Kerjja Pengawasan untuk menguji Pemeriksaan)
kebenaran dokumen dan memastikan bahwa

proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menolak memberikan data pemeriksaan/ 4 KKP (Kertas Kerja 1 hari KKP (Kertas
keterangan/udak kooperanf/memberikan data Pemernksaan)| Kenja
vang tidak lengkap kepada pemeriksa Pemeriksaan)
Melaporkan kepada Inspektur Pembantu 4 KKP (Kertas Kerja 1 hari notulen
Pemeriksaan)

ra
Membuat Nota dinas dan melaporkannya kepada Notulen 1 hari Nota Dinas
Inspektur
Mengundang Obrik guna mendiskusikan sebab Y Nota Dinas 1 hari Notulen
pembatasan pemeriksaan
Jika objek pemeriksaan bersedia memberikan data Merisringg v Notulen 1 hari Surat
maka dikembalikan ke tim pemeriksa jika tetap /\ Menolak pernyataan
menolak diperiksa maka membuat surat
pernyataan tidak mau diperiksa dengan diketahui \/
Inspektur
Mengajukan nota dinas ke Bupati dengan dilampiri Surat Pernyataan 1 hari Nota Dinas
surat pernvataan tidak mau diperiksa dari Objek é

Pemeriksaan




Nomor SOP P/070/067/1X/2018

Tanggal Penibuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efeltif 01 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Py WMANGGUNG

A

& KABUPATE @:\ GGUNG

INSPE z)

|

I'
H\ . CUK SUGHARAD w.si
903 1002

Disahkan oleh

Pem
Pengawasan

Nama SOP asi Hasil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

2 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah.
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004
Negara.

tentang Perbendaharaan

UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun
Keuangan Antara
Pemerintahan Daerah.
UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

2004 tentang
Pemerintah

Perimbangan
Pusat dan

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung,

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Bupati Temmanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Temanggung

—

Mampu mengoperasikan komputer
Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
Memahami temuan dan rekomendasi

Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan
berintegritas,

Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Penyusunan PKPT

SOP Agenda surat masuk

SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus
SOP Penyusunan LHP

SOP Surat Keluar

3:

TR S TR

L
2.

Komputer
Printer
LHP dan NHP

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila SOP permintaan informasi tidak dilaksanakan

maka informasi pemeriksaan bisa disalahgunakan

untuk pihak yang tidak berkepentingan




PEMBERIAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN

INSPEKTORAT
Pelaksana Mutu Baku
¢acints Sub Bagian
Kegiatan & ; . Pemohon : ; Persyaratan/ Waktu Ket
Adm dan Sekretaris Inspektur < Tim Pemeriksa * . Output
Infromasi Kelengkapan (hari)
Umum

1 2 3 9 5 6 7 8 9 10 11

1 |mengagenda dan menyediakan surat surat permintaan, agenda |15 menit [surat permintaan,
permintaan hasil pengawasan surat masuk lembar disposisi

e

2 |Menerima surat permintaan hasil ) surat permintaan, lembar 15 menit |surat permintaan,
pengawasan dan meneruskan disposisi lembar disposisi

¥

3 |Membaca dan mempelajari permintaan data J surat permintaan, lembar |30 menit [surat permintaan,
jika sudah ada ijin dari Bupati maka , 4 disposisi lembar disposisi
dilanjutkan jika tidak maka dikembalikan ke idak /\
pemohon untuk dimintakan persetujuan dari \/ Ya
Bupati terlebih dahulu

4 |Pemohon informasi melakukan expose surat permintaan 1 hari surat permintaan
tujuan perminataan hasil pengawasan I
kepada Inspektur dan Tim Pemeriksa L

?

5 |Melakukan kajian atas permintaan hasil | sural permintaan 1 jam surat permintaan,
pengawasan bersama Tim Pemeriksa jika \ Tidak lembar disposisi
setuju disiposisi ke tim pemeriksa jika tidak
disetujui dikembalikan ke pemohon
infromasi

6 [memberikan informasi dimaksud dengan L " surat permintaan, lembar 1 hari dokumen

disposisi permintaan data,

dilampiri bukti surat keluar

surat keluar




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP

P/071/067/1X/2018

Tanggal Pembuatan

03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggai Efektif

01 Oktober 2018

Disahkan oleh

KABUPATH

ae
\/

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Noemor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/0S/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bupat Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

)
2. Memahami aturan
3

Memahami tugas pokok fungsi obyek yang diperiksa

. Memahami standar audit pengawasan dan kode etik pengawasan
4. Akuf, komuntkatif,

terkait bidang pengawasan

obyektif, cermat, teliti dan berntegritas

Keterkaitan
1.

Peralatan/perlengkapan

2:
3.

SOP Pengelolaan Surat Keluar/Masuk
SOP Penerbitan Surat Tugas/Perintah
SOP Penyelesaian Tindak Lanjut

Komputer
Printer

LCD

Ruang rapat
ATK

G & e e -

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

e —




PROSEDUR PEMBERIAN KONSULTASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Koordinator
Kegiatan Penerima , Auditor /Koordina | Auditor/ Persyaratan/ Waktu Ket
Permintaan | SSKTYMS | Tim Tindak | apip | [mSpektur Kelengkapan hari Qutane
gkar (hari)
lanjut
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menerima permintaan pemberian konsultasi dari Permintaan 30 menit  |Catatan
OPD/Desa/Koordinator Tim Tindak Lanjut konsultasi baik surat permintaan
Q maupun lisan konsultasi pada
Buku permintaan
konsultasi
Melakukan koordinas: dengan Koordinator Catatan permintaan |60 menit Notulen koordinasi
Auditor dan atau Koordinator Tim Tindak Lanjut V—-l konsultasi pada Buku
menylapkan rencana pelaksanaan pemberian I | permintaan
konsultasi sesuai kebutuhan konsultasi
Menunjuk Auditor/APIP yang akan memberikan Notulen koordinasi 15 menit Disposisi
konsultas: dengan mempertimbangkan Y
kompleksitas permasalahan
Melakukan koordinasi dengan OPD/Desa yang Disposisi 90 menit Nota Dinas laporan
akan menerima konsultasi, dan melaksanakan kansultasi
konsultas: sesuai waktu yang disepakati dan y
melaporkan hasilnya kepada Sekretaris diketahui )
Koordinator Auditor atau Koordinator Tim Tindak
Lanjut
1 han Nota Dinas

Melaporkan kepada Inspektur hasil kegiatan
pemberian konsultasi setiap semester

Laporan Hasil
Kegiatan
Pemberian
Ronsultasi setiap
Semester




tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03 /2008

tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya, sebagaimana telah dilakukan
perubahan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

1.

2
3.
4

Nomor SOP P/072/067 /1X/2018
Tanggal Pembuatan 03 September 2018
Tanggal Revisi
= .. Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG = A '\ GGUNG
&\
INSPEKTORAT KABUPA n“‘" WGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh M‘q‘
L/
AL
7/ $ B 8903 1 002
———
Nama SOP Pelatihan Di Kantor Sendiri (PKS)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Mampu mengoperasikan komputer
Memahami urusan administrasi kepegawaian

Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan berintegritas
Memahami aturan terkait bidang pengawasan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

i
2.
3. SOP Penerbitan Surat Tugas/Perintah

SOP Pengelolaan Surat Keluar
SOP Penyusunan Anggaran

)

Qb

Komputer
Printer

LCD

Ruang rapat
ATK

Peringatan

Pencataten dan pendataan

1.
2.

Kepadatan kegiatan pemeriksaan reguler
Koordinasi antar pelaksana kegiatan PKS




PROSEDUR PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (PKS)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Segiatan Pe; 5‘;;2;{;2m Kooxl;c:érslator Sekretariat | Tim Teknis Pembina ;‘:;:{1 5;:::;;{ ﬁaﬁ;‘ Output Ket
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengusul/Tim Pelaksana dari masing-masing Bahan paparan, 1 hari Dokumen
Inspektur Pembantu menyampaikan usulan Susunan Tim usulan
pelaksanaan PKS berupa judul/tema yang Pelaksana dan
dilengkapi dengan bahan paparan, susunan tim —)CD Rencana Waktu
dan rencana waktu yang telah disetujui ke
Koordinator PKS;
e
Koordinator PKS menyampaikan usulan PKS & Dokumen usulan 1 hari Dokumen
kepada Sekretariat untuk selanjutnya direviu dan usulan
dievaluasi oleh Tim Teknis terkait kelayakan >
usulan materi PKS berkadar pengawasan,
menggunakan chek list,
Hasil penilaian Tim Teknis dikelompokkan menjadi Form checklist, 2 hari Routing slip
tiga kategori, vaitu a) layak dan disetujui, b) belum Kelengkapan
layak dan perlu perbaikan, dan c) tidak layak dan A dokumen, Penilaian
tidak disetujui. \/ kelayakan materi
Terhadap usulan yang layak dan disetujui untuk Dokumen usulan 1 hari Dckumen
PKS yang bersifat umum disahkan oleh Sekretaris i disahkan
Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai
Pembina sedangkan untuk PKS bersifat terbatas
disahkan oleh masing-masing Inspektur Pembantu
Wilayah sebagai Pembina.
Terhadap usulan yang belum layak dan perlu ¢ Dokumen usulan 1 hari Dokumen
dikembalikan

perbaikan, berkas usulan PKS dikembalikan untuk
diperbaiki sesuai catatan Tim Teknis untuk
diusulkan kembali (proses pengajuan dimulai dari
tahap awal). Sedangkan terhadap usulan yang
tidak layak dan tidak disetujui dikembalikan
kepada pengusul dan tidak dapat diajukan
kembali,




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pengusul/Tim Koordinator . ; ; ; Persyaratan/ Waktu Ket
Pélakaina PKS Sekretariat | Tim Teknis Pembina Kelengkapén (hari) Output
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10
6 |Sekretariat satgas PKS melanjutkan proses J Konsep SPT 1 hari SPT disahkan
penyusunan konsep SPT untuk selanjutnya Pembina
ditandatanganai oleh Sekretaris / Inspektur
sebagai Pembina/Pengarah.
7 |Koordinator PKS mengkoordinasikan Dokumen 1 hari Dokumen
Penyelenggaraan PKS dibantu Sekretariat Satgas kelengkapan PKS hasil
PKS.
8 [Sekretariat satgas PKS mendokumentasikan Dokumen hasil 1 hari Arsip
seluruh dokumen hasil pelaksanaan PKS, meliputi dokumen
SPT, materi, notulen, absensi yang telah disahkan
oleh Kasubag TU untuk diarsipkan. Penyerahan
berkas dokumen maksimal 5 hari kerja setelah
pelaksanaan PKS.
9 |Sekretariat satgas PKS membuat laporan bulanan Dokumen hasil 1 hari Laporan
dan semesteran hasil pelaksanaan PKS serta 4 bulanan dan
menyerahkan ke Sekretariat Tim Penilai Angka semesteran
Kredit.
10|Sekretariat Satgas PKS membuat laporan tahunan Laporan bulanan Laporan
berdasarkan laporan bulanan dan semesteran. dan semesteran tahunan




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/073/067/1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2018

Disahkan oleh

Nama SOP

1

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

10

11

12

13

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung

Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi

3. Memahami temuan dan rekomendasi

4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan
berintegritas.

5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1
2
3.
4.
5
6

SOP Penyusunan PKPT

SOP Agenda surat masuk

SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus
SOP Penyusunan Anggaran

SOP Penyusunan LHP

SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. LHP dan NHP

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.

Apabila SOP penyimpanan LHP tidak dilaksanakan maka
risiko LHP hilang sangat besar




PROSEDUR PENYIMPANAN DOKUMEN LHP RUTIN/KASUS/KASUS

INSPEKTORAT
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Subbagian Evaluasi . Persyaratan/ Waktu Ket
inspekbnr dan Pelaporan AR Kelengkapan (hari) o
2 3 4 5 8 9 10 11
Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Draft LHP ljam LHP
baik Rutin maupun kasus, dan
menyerahkan laporan untuk digandakan
dan disusun beserta kelengkapannya.
Menerima Laporan yang telah ditandangani, | LHP ljam LHP
kemudian menggandakan dan menyusun
LHP beserta kelengkapannya
Mengirim LHP yang telah jadi dengan LHP 1 hari LHP, bukti tanda
dilampiri bukti tanda terima, satu 4 terima,buku
diserahkan ke Auditor sebagai arsip, dan \ ekspedisi
satu lagi untuk disimpan di Bagian Evaluasi
sebagai arsip /
LHP, Korin, KM, PKA, KKA |1 hari Arsip LHP

Auditor menyimpan LHP yang telah jadi
dilampiri Korin, Kendali mutu, PKA dan KKA
sedang untuk pemeriksaan khusus dan
kasus Dokumen Pemeriksaan (BA)
diserahkan kepada Bagian Evalap

Bagian Evalap mengarsip LHP yang telah
iadi dengan dilampiri Nota Dinas dan
dokumen pemeriksaan.

LHP, Nota Dinas, Dokumen |1 hari

pemeriksaan

LHP, bukti tanda
terima,buku
ekspedisi




Nomor SOP P/074/067 /1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2

10

11

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 1
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah. 2
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara |3
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 4
Nepotisme.

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5.

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

. Mampu mengoperasikan kemputer

. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan

. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
. Memahami temuan dan rekomendasi

berintegritas.
Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

v B LN

SOP Penyusunan PKPT 1.
SOP Agenda surat masuk 2.
SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus 3.
SOP Penyusunan Anggaran
SOP Penyusunan LHP

Komputer
Printer
LHP dan NHP

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.

Apabila SOP tindak lanjut aduan masyarakat tidak
dilaksanakan dapat mempengaruhi
masyarakat atas kinerja inspektorat

Apabila SOP tindak lanjut aduan masyarakat tidak
terdokumentasikan dengan baik dapat menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan

pandangan




PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Sub Bagian . Ket
Adm dan Sekretaris Inspektur Sub bhagian Bupati Pergyataan) Wakt.u Output
U Perencanaan Kelengkapan (hari)
mum
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aduan langsung ke Inspektorat

Menerima pengaduan dalam bentuk tertulis
kemudian mengagenda dan meneruskan

surat aduan, agenda surat
masuk

15 menit

surat aduan lembar
disposisi

Menerima surat pengaduan masyarakat
kemudian meneruskan

surat aduan lembar
disposisi

15 menit

surat aduan lembar
disposisi

Membaca dan mempelajari aduan masyarakat, surat aduan lembar 30 menit |[surat aduan lembar
jika dianggap perlu ditindaklanjuti maka \ disposisi disposisi
mendisposisi ke Sub bagian perencanaan / \
untuk membuat nota dinas jika tidak kembali
ke sekretaris untuk di arsip v

surat aduan lembar 30 menit |Draft nota dinas

membuat Nota Dinas kepada Bupati berisi
permintaan ijin untuk menindaklanjuti aduan
masyarakat, dan mengajukan Nota Dinas
untuk ditandatangani

disposisi

dan surat aduan

Mengajukan Nota Dinas kepada inspektur
untuk ditandatangani

Draft nota dinas dan surat
aduan

15 menit

Draft nota dinas
dan surat aduan

membuat Surat perintah pemerikasaan
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan
masyarakat dengan ditandatangani inspektur

Menandatangani Nota Dinas permintaan ijin Draft nota dinas dan surat |0 hari nota dinas dan
menindaklanjuti aduan masyarakat dan aduan surat aduan
Mengajukan nota dinas kepada Bupati
-l il aana. . < la 1 &l
menyetujui dan memberikan ijin tindaklanjut #REF! 1 hari disposisi dan surat
aduan masyarakat melalui disposisi jika tidak aduan
maka diarsip N
menunjuk tim audit pemeriksaan L disposisi dan surat aduan |1 jam disposisi dan surat
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan @ aduan
masyarakat. I

_% disposisi dan surat aduan |30 menit |Surat perintah




Mutu Baku

Pelaksana
Kegiatan Sub Bagian ) Ket
Adm dan Sekretaris Inspektur Sub hisgian Bupati Fersyaratan/ Wakt.u Output
Perencanaan Kelengkapan (hari)
Umum
2 3 4 %) 6 7 8 9 10 11
Aduan melalui Bupati
Menerima pengaduan dan disposisi dari Bupati surat aduan, diposisi 30 menit [surat aduan,
dan meneruskan untuk di agenda CD diposisi
Mengagenda pengaduan dan disposisi dari | surat aduan, diposisi 15 menit|surat
Bupati kemudian menyediakan kembali . aduan,disposis,
agenda surat masuk
menunjuk tim audit pemeriksaan A 4 surat aduan,disposis, 1 jam disposisi dan surat
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan [ agenda surat masuk aduan
masyarakat,
membuat Surat perintah pemeriksaan disposisi dan surat aduan |30 menit |Surat perintah
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan d:
masyarakat dengan ditandatangani inspektur




Nomor SOP P/075/067/1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 1
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. 2

2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3

w

. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang

. Memahami peraturan perundang-undangan yang

. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan

ditelaah

berlaku yang terkait dengan telaah

4 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berintegritas.
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
S5 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
8 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.
9 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat
Keterkaitan Peralatan /perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer
3. Disposisi atasan
4. Data - data yang di telaah
Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Tidak kooperatifnya pihak yang ditelaah dalam| 1 Buku Agenda Surat Keluar

memberikan keterangan




PROSEDUR TELAAH SEJAWAT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Tim Telaah
No. Kegiatan Sejawat Intern Kasubbag | yrogubbag [ Kasubbag Ket.
Inspektur (Irbaz dan Sekretaris |Perencanaa Nl Evaluasi dan | Auditor Kelengkapan Waktu Output
Auditor) n Pelaporan
1 |Membuat draf pembentukkan Tim penelaah
sejawat Intern dan memerintahkan untuk data Irban dan draf SK TIM
mengetik draf Tim penelaah sejawat : 1 hari |Telaah Sejawat
Auditor
Intern
2 'I;‘de]:;;ﬁgtz.ahkanlumuk mengetik draf SK Tim & Salah draf SK TIM 15 draf SK TIM
° ARSI Telaah Sejawat .. |Telaah Sejawat
¥ Menit
intern Intern
3 |Mengetik draf SK Tim Telaah Sejawat Intern I draf SK ‘.l'lM draf SK Tim
Telaah Sejawat 2 Jam :
Telaah Sejawat
Benar Intern
4 |Menandatangani SK Tim Telaah Sejawat Intern
dan memerintahkan untuk melaksanakan Q draf SK TIM )
Rapat Teknis menentukan tujuan telaah Telaah Sejawat | 1Jam SK Tim Telaah
sejawat, prosedur pelaksanaan dan waktu i Intém Sejawat
pelaksanaan.
5 [Melakukan rapat teknis untuk menentukan
. . Dokumen
tujuan telaah sejawat, prosedur pelaksanaan SK TIM, Pedoman 1kari |program kerja
dan waktu pelaksanaan. telaah sejawat Telash Sejawat
6 |Melakukan rapat teknis bersama untuk
pengumpulan dan evaluasi dokumen,
melaksanakan wawancara baik secara langsung Dol;un_lex};;roairam 3 hari bfihan t;la&:h
maupun dengan kuesioner untuk kemudian ega. o t “Ja‘f't’_ il
diambil kesimpulan Sjawat ena
7 |menyusun laporan hasil telaah sejawat 8 4 bahan telaah 3 hari Laporan
sejawat, kertas Telaah Sejawat
8 |Mendiskusikan hasil telaah sejawat 4 Laporan Telaah | 1 hari Laporan
r ] Sejawat Telaah Sejawat
9 |Melaporkan hasil telaah sejawat \ Laporan Telaah 1 hari Laporan
ll I Sejawat Telaah Sejawat
10 |menerima hasil telaah sejawat untuk kemudian Laporan Telaah 1 hari Laporan
disposisi Tindak Lanjut Sejawat Telaah Sejawat
yang telah di
disnosisi




Nomor SOP P/O7TH /067 /1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG NI A OUNG
INSPEKTORAT S BN
KABUPATEN TEMANGGUNG QY BUPATEN Y UNG
“Fak
Disahkan oleh - )
INSP S
<
% \IC CORZUC I YARR M. Si
10500013 18e0aA 002
Nama SOP Pe . ”Nﬂ@ us dan
Tujua

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah

3

UU No 28 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

W

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangar Negara

Ul No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU No 15 tahun 2006 tentang membentuk Undang-Undang tentang
Badan Pemeriksa Keuangan

[N e

-1

UU No 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunggung
Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Pegawai Negeri Sipil

PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan

Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan

;’cratu‘l.'an B-upali Temanggung Nomor 66 Tahun 2011 tentang
Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa,

tentang Displin

10 Permen

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung

13 Peraturan Bupati Temanggung No 24 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

v

15 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan

1. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek vang diperiksa
2. Memsahami peraturan perundang-undangan vang
berlaku yang terkait dengan obyek pemeriksaan,

3. Memahami standar audit pengawasan dan Kode etik
pengawasan.
4. Aktif, komunikatif, oby ektif, cermat, teliti dan

wm

. Mempunyai Kompetensi sebagai pemeriksa

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penerbitan Surat Perintah 1. Komputer
2. SOP Penyusunan LHP Kasus,Khusus dan Tujuan 2. Printer
Tertentu. 3. Disposisi atasan/Bupati.
3. SOP Penerbitan LHP Kasus,Khusus dan Tujuan 4. Surat aduan apabila ada
Tertentu, 9. Data - data yang terkait dengan pemeriksaan 2
4. SOP Permintaan Keterangan Kasus,Khusus,Tujuan tertentu,
6. Alat Dokumentasi
7. Alat Uji Teknis
Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Tidak kooperatiinya pihak yang diperiksa dalam memberikan
keterangan

2 Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian LHP akan

mengakibatkan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak efektif.

Keterlambatan pelaksanaan pemeriksaan Kasus,Khusus dan Tujuan

3, tertentu akan mengakibatkan penanganan dan penyelesaian yang
kadaluarsa.

1, Buku Agenda Surat Keluar/Masuk
2. Buku Ekspedisi




PROSEDUR PEMERIKSAAN KASUS/ KHUSUS / TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
o Hogintan Irbax;{:etua Pen'f:l:‘lksa pen?e?i'::nn Sekretaris | Inspektur | Evaluasi dan Kelengkapan Waktu Output fet.
Pelaporan

1 |Menerima Surat Tugas Pemeriksaan Surat Tugas/ Surat |15 Menit disposisi
Pendahuluan dan Surat Tugas Aduan/Data irban/ketua tim
Pemeriksaan untuk Kasus, khusus dan < ) Dukung
Tujuan Tertentu

2. |Melakukan koordinasi dengan tim disposisi 30 menit| Draf Anggaran
pemeriksa untuk mempersiapkan irban/ketua tim Waktu, Kartu
pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan Penugasan,
Tertentu meliputi pembahasan Anggaran PKP, identifikasi
Waktu, Kartu Penugasan dan Program masalah
Kerja Pemeriksaan serta mengindetifikasi
masalah.

3. |Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke Surat Perintah, 1 hari KKP
obyek pemeriksaan Kasus, khusus dan Surat Aduan/ Data pendahuluan
Tujuan Tertentu sesuai dengan surat 4 Dukung, Draf
tugas untuk mendapatkan dokumen- Anggaran Waktu,
dokumen dan informasi awal yang Kartu Penugasan,
dibutuhkan. PKP, identifikasi

masalah

4 |Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek KKP pendahuluan | 1 hari KKP
pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan dan data dukung
Tertentu sesuai dengan surat tugas untuk
melakukan konfirmasi guna menguji
kebenaran dokumen dan memastikan
bahwa proses kegiatan telah dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5 |Mendokumentasikan hasil konfirmasi dari KKP 3,5 jam | Draft BAP, KKP,
pihak-pihak terkait. Dokumen dan

bhaalsts S0l

6 [Menyusun Berita Acara Permintaan draft BAPK,KKP, 2 Jam BAPK
Keterangan selanjutnya dikonfirmasikan Dokumen dan bukti
dengan pihak yang diperiksa. fisik

7 |Melakukan pembahasan hasil BAPK,KK?P 2Jam | resume hasil

pemeriksaan dengan pihak terkait.

pemeriksaan




8 |Menyusun konsep Laporan Hasil resume hasil 3 Jam Draf LHP
Pemeriksaan (LHP) yang direviu secara pemeriksaan
berjenjang.

9 |Merevisi konsep Laporan Hasil Draft LHP 2 Jam Draft LHP
Pemeriksaan (LHP) yang telah dircviu dan L"I
ditanda tangani oleh tim pemeriksa F—J
kemudian menyediakan

10 |Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Draft LHP 1 Jam Draft LHP
(LHP) dan membubuhkan paraf kemudian
menyediakan I

11 |Mengoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan tidak setuju /\ setuju Draft LHP 90 menit LHP
(LHP) \/

12 |Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 15 menit LHP

(LHP), setelah digandakan dan data
dukungnya serta ringkasan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

-




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/082/700/1X/2018

Tanggal Pembuatan 02 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1
2

UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah.

15

Mampu mengoperasikan komputer

2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 3. Memahami temuan dan rekomendasi
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. | 4 )
Aktif. komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan berintegritas
UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Memiliki kompetensi pemeriksaan
4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung
10 Permen PAN dan RE No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan |khtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah,
11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan
12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Tugas dan Funagsi Inspektorat Kabupaten Temanggung
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT 1. Komputer
2. SOP Agenda surat masuk 2. Printer
3. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus 3. LHP dan NHP
4. SOP Penyusunan LHP
5. SOP Pemberian Informasi Pengawasan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1

Apabila SOP manajemen oversigth tidak dijalankan pemberian

informasi kepada pemangku kepentingan dapat menimbulkan

kesalahan pengambilan keputusan




MANAJEMEN OVERSIGHT

INSPEKTORAT
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Auditor dan Kasubbag Bupati dan atau Wakil Persyaratan/ Wakiu Ket
InSpekiur Evalap Bupati Kelengkapan (hari) Quipst

1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 |Menerima permintaan manajemen oversight dari Disposisi 15 menit  |Disposisi

Bupati dan atau Wakil Bupati Q
2 |Berkoordinasi dengan Auditor dan Kasubbag Disposisi 15 menit  |Disposisi

Evalap untuk menyiapkan materi paparan
3 |Meryiapkan materi paparan hasil pemeriksaan Disposisi 30 menit  |draft paparan

Tidak

4 Imengajukan draft paparan kepada inspekiur \ draft paparan 1 hari draft paparan
§ |menyajikan paparan hasil pengawasan kepada v draft paparan 1jam notulen

Bupati can Wakil Bupati sebagai bahan 2

pengambilan keputusan Q




